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Abstract. The judiciary is one of the main pillars in realizing the rule of law. Through judicial institutions, 
society obtains legal protection as well as certainty regarding their rights and obligations. However, in 
practice, various irregularities are still found, commonly known as case brokerage or the buying and 
selling of cases. This phenomenon occurs when the law enforcement process is influenced by certain 
interests through the provision of rewards, bribes, or other forms of benefits to law enforcement officials. 
This study aims to analyze the forms of case-buying and selling practices, their impact on judicial 
independence, and the efforts that can be undertaken to prevent and eradicate such practices. The 
research method employed is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The 
results indicate that the practice of case buying and selling not only undermines the integrity of law 
enforcement officials but also reduces public trust in judicial institutions. Therefore, it is necessary to 
strengthen supervision, enhance transparency in judicial processes, and consistently enforce codes of 
ethics in order to maintain judicial independence in Indonesia. 
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Abstrak. Peradilan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan negara hukum. Melalui 
lembaga peradilan, masyarakat memperoleh perlindungan hukum serta kepastian atas hak dan 
kewajibannya. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai penyimpangan yang dikenal dengan 
istilah jual beli perkara. Fenomena ini terjadi ketika proses penegakan hukum dipengaruhi oleh 
kepentingan tertentu melalui pemberian imbalan, suap, atau bentuk keuntungan lainnya kepada aparat 
penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk praktik jual beli perkara, 
dampaknya terhadap independensi peradilan, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan 
memberantas praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif 
dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik 
jual beli perkara tidak hanya merusak integritas aparat penegak hukum, tetapi juga mengurangi 
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, 
transparansi proses peradilan, serta penegakan kode etik yang konsisten guna menjaga independensi 
peradilan di Indonesia. 
Kata Kunci: Jual Beli Perkara, Independensi Peradilan, Penegakan Hukum, Mafia Peradilan. 
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Asuransi mempunyai kedudukan penting dalam aktivitas ekonomi karena 
memberikan mekanisme pengalihan risiko dari pemegang polis kepada perusahaan 
asuransi. Hubungan tersebut menempatkan perusahaan asuransi sebagai pihak yang 
memiliki kewajiban untuk memenuhi manfaat atau klaim sesuai dengan perjanjian polis 
ketika risiko yang dipertanggungkan terjadi. Karena itu, keberlangsungan perusahaan 
asuransi tidak hanya berkaitan dengan kepentingan perusahaan, tetapi juga berkaitan 
langsung dengan kepentingan pemegang polis yang telah menyerahkan premi dengan 
harapan memperoleh perlindungan pada saat risiko terjadi. Kondisi tersebut terlihat dari 
perkembangan industri perasuransian Indonesia. Pada Desember 2025, total aset 
industri asuransi komersial mencapai Rp981,05 triliun dengan pendapatan premi 
sebesar Rp331,72 triliun. Besarnya nilai tersebut menunjukkan bahwa persoalan 
kesehatan keuangan perusahaan asuransi dapat memberikan dampak yang luas terhadap 
masyarakat ketika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya. 1 

Ketika perusahaan asuransi mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak 
mampu memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, hukum menyediakan mekanisme 
penyelesaian melalui kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). 
Secara umum, PKPU memberikan ruang bagi debitor dan kreditor untuk menyelesaikan 
kewajiban melalui restrukturisasi utang, sedangkan kepailitan berorientasi pada 
pemberesan harta debitor untuk memenuhi kewajiban kepada para kreditor. Namun, 
perusahaan asuransi memiliki karakteristik khusus karena kegiatan usahanya berkaitan 
dengan penghimpunan dana masyarakat dan keberadaan pemegang polis dalam jumlah 
besar. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian utang perusahaan asuransi tidak 
sepenuhnya dapat diposisikan sama dengan debitor pada umumnya. Penelitian 
mengenai kepailitan perusahaan asuransi juga menunjukkan bahwa posisi pemegang 
polis dan mekanisme perlindungannya masih menjadi persoalan hukum yang perlu 
diperhatikan dalam proses kepailitan. 2 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 
Keuangan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang 
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, OJK memperoleh kewenangan khusus 
dalam penanganan perusahaan asuransi yang menghadapi persoalan keuangan. 
Perubahan melalui UU P2SK semakin memperkuat pengaturan khusus tersebut. 
Perkembangan ini kemudian ditindaklanjuti melalui POJK Nomor 38 Tahun 2024 
tentang Perubahan atas POJK Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, 

2 Emir Adzan Syazali et al., “Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Terhadap 
Perusahaan yang Pailit,” Jurnal Yuridis UNAJA 5, no. 1 (2022): 
15–16,https://doi.org/10.35141/jyu.v5i1.299. 

1 Siaran Pers: Kebijakan OJK Menjaga Sektor Jasa Keuangan Semakin Mendukung Program 
Prioritas Pemerintah, Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2026, 
https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Pertemuan-Tahunan-Industri-Jasa-Ke
uangan-2026.aspx 

2        Name Journal VOLUME X, NO. X, BULAN 20XX 
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dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan 
Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. POJK tersebut mulai berlaku pada 23 
Desember 2024 dan secara khusus menyempurnakan ketentuan mengenai pembubaran, 
likuidasi, kepailitan, serta PKPU perusahaan asuransi.3 Perubahan regulasi tersebut 
menimbulkan persoalan yang menarik untuk dikaji dari perspektif hukum normatif. 
POJK Nomor 38 Tahun 2024 secara tegas mengatur bahwa permohonan PKPU terhadap 
perusahaan hanya dapat diajukan oleh OJK dan perusahaan asuransi tidak dapat 
mengajukan permohonan PKPU bagi dirinya sendiri. Dengan demikian, pemegang polis 
atau kreditor tidak mempunyai kedudukan yang sama dengan kreditor pada umumnya 
dalam menginisiasi proses PKPU terhadap perusahaan asuransi. Konstruksi tersebut 
dapat dipahami sebagai bentuk pengawasan khusus karena perusahaan asuransi 
menghimpun dana masyarakat dan kegagalannya dapat berdampak terhadap 
kepercayaan masyarakat. Bahkan, penjelasan POJK 38/2024 menyatakan bahwa 
keputusan mengenai permohonan PKPU perlu mempertimbangkan kondisi perusahaan 
serta dampak ekonomi dan kepercayaan masyarakat.  

Persoalan kewenangan tersebut telah muncul dalam praktik sebelum berlakunya 
POJK Nomor 38 Tahun 2024. Dalam perkara PT Asuransi Jiwa Kresna, misalnya, 
pernah terjadi permohonan PKPU yang diajukan oleh pemegang polis tanpa melalui 
OJK. Penelitian dalam Diponegoro Private Law Review menunjukkan adanya persoalan 
mengenai kedudukan hukum pemegang polis dalam mengajukan PKPU terhadap 
perusahaan asuransi dan menempatkan kewenangan OJK sebagai persoalan utama 
dalam perkara tersebut.4 Kondisi tersebut memperlihatkan adanya dilema dalam 
konstruksi kewenangan OJK. Di satu sisi, pemusatan kewenangan dapat dipahami 
sebagai instrumen pengawasan untuk menjaga stabilitas industri asuransi dan mencegah 
proses kepailitan atau PKPU dilakukan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap 
pemegang polis dan sistem keuangan. Di sisi lain, kewenangan yang hanya dapat 
dijalankan oleh OJK dapat menimbulkan persoalan ketika kepentingan pemegang polis 
membutuhkan akses terhadap mekanisme hukum untuk memperoleh penyelesaian atas 
kewajiban perusahaan asuransi. Penelitian terbaru mengenai kepailitan perusahaan 
asuransi bahkan mengidentifikasi bahwa pembatasan kewenangan pengajuan PKPU 
hanya kepada OJK dapat menimbulkan persoalan kepastian hukum karena pemegang 
polis memiliki akses yang terbatas terhadap mekanisme tersebut.5  

5 Ananda Maprilia Janur Putri, “Kepailitan Perusahaan Asuransi antara Kepastian Hukum dan 
Perlindungan Konsumen,” Zaaken: Journal of Civil and Business Law 6, no. 2 (2025), 272–282, 
https://doi.org/10.22437/zaaken.v6i2.44022  
 

4 Permata, “Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Kepailitan pada Perusahaan Asuransi Jiwa 
Kresna (Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.),” Diponegoro Private Law 
Review 7, no. 2 (2023): 191–193.  

3 Perubahan atas POJK Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan 
Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan 
Perusahaan Reasuransi 
Syariah,https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-38-Tahun-2024-Pembubaran-Likuidasi-dan-Ke
pailitan-Perusahaan-Asuransi,-Asuransi-Syariah,-Perusahaan-Reasuransi.aspx  

https://doi.org/10.22437/zaaken.v6i2.44022
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Penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana 
prinsip kepastian hukum diterapkan ketika terdapat aturan khusus yang membatasi 
akses kreditor terhadap mekanisme PKPU dan kepailitan. Penelitian ini juga dapat 
memberikan bahan evaluasi terhadap konstruksi pengaturan yang berlaku serta 
memberikan pemahaman bagi pemegang polis mengenai kedudukan dan akses 
hukumnya ketika perusahaan asuransi mengalami kesulitan keuangan.Jadi penelitian ini 
kami pilih menganalisis pengaturan kewenangan OJK dan menguji implikasinya 
terhadap kepastian hukum serta perlindungan pemegang polis 
 

Rumusan Masalah 

1.​ Bagaimana pengaturan kewenangan OJK dalam mekanisme PKPU dan 
kepailitan terhadap perusahaan asuransi berdasarkan hukum positif di 
Indonesia?  

2.​ Mengapa pemusatan kewenangan OJK dalam mekanisme PKPU dan kepailitan 
perusahaan asuransi perlu dikaji dalam perspektif kepastian hukum dan 
perlindungan pemegang polis?  

 

  

Metode penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian 

yang dilakukan dengan mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam 

sistem hukum Indonesia. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap pengaturan 

kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mekanisme Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan perusahaan asuransi berdasarkan hukum 

positif di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual 

approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan 

dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah, 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor 

Keuangan, serta POJK Nomor 38 Tahun 2024. Sementara itu, pendekatan konseptual 

digunakan untuk menganalisis konsep kewenangan, kepastian hukum, dan perlindungan 

4        Name Journal VOLUME X, NO. X, BULAN 20XX 
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hukum bagi pemegang polis dalam penyelesaian perusahaan asuransi yang mengalami 

kesulitan keuangan.  

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan OJK, kepailitan dan PKPU, perasuransian, serta pengaturan 

mengenai penanganan perusahaan asuransi bermasalah. Bahan hukum sekunder berupa 

jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang membahas kewenangan OJK, 

kepailitan dan PKPU perusahaan asuransi, kedudukan pemegang polis, kepastian 

hukum, sert perlindungan hukum. Bahan-bahan hukum tersebut dianalisis secara 

kualitatif dengan cara mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan menghubungkan 

ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Analisis diarahkan 

untuk mengetahui konstruksi kewenangan OJK dalam mekanisme PKPU dan kepailitan 

perusahaan asuransi serta mengkaji implikasi pemusatan kewenangan tersebut terhadap 

kepastian hukum dan perlindungan pemegang polis.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. PENGATURAN KEWENANGAN OJK DALAM MEKANISME PKPU DAN 

KEPAILITAN TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI BERDASARKAN 

HUKUM POSITIF DI INDONESIA 

Pengaturan mengenai PKPU dan kepailitan perusahaan asuransi di Indonesia dibangun 
melalui hubungan antara hukum kepailitan yang bersifat umum dengan hukum 
perasuransian yang bersifat khusus. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa 
perusahaan asuransi tidak sepenuhnya ditempatkan dalam mekanisme kepailitan yang 
berlaku bagi perusahaan pada umumnya. Kekhususan tersebut muncul karena 
perusahaan asuransi menghimpun dan mengelola dana masyarakat melalui hubungan 
kontraktual dengan pemegang polis, tertanggung, dan peserta. Oleh karena itu, ketika 
perusahaan asuransi mengalami kesulitan keuangan, penyelesaiannya tidak hanya 
berkaitan dengan hubungan antara debitor dan kreditor, tetapi juga berkaitan dengan 
perlindungan pemegang polis dan stabilitas sektor jasa keuangan. Penelitian Marinka 
dan Suryono menunjukkan bahwa kewenangan pengajuan permohonan kepailitan 
terhadap perusahaan asuransi setelah terbentuknya OJK merupakan kewenangan khusus 
yang harus dilihat dalam hubungan antara UU OJK, UU Perasuransian, dan hukum 
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kepailitan.6 Secara kelembagaan, dasar kewenangan OJK bersumber dari UU No. 21 
Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK merupakan lembaga independen yang 
mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan 
penyidikan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam konteks perasuransian, kewenangan 
tersebut kemudian diperkuat melalui UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. 
Setelah berlakunya UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor 
Keuangan, pengaturan mengenai kewenangan lembaga dalam sektor keuangan 
mengalami penataan kembali. UU tersebut kemudian kembali mengalami perubahan 
melalui UU No. 4 Tahun 2026, sehingga konstruksi kewenangan OJK dan lembaga lain 
dalam sektor keuangan harus dibaca berdasarkan ketentuan yang telah 
diperbarui.Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan sektor keuangan 
Indonesia tidak lagi hanya membagi kewenangan antara OJK dan lembaga terkait secara 
sektoral, tetapi juga membangun mekanisme koordinasi dalam penanganan lembaga 
jasa keuangan yang mengalami permasalahan.  
​ Dalam mekanisme kepailitan, kedudukan OJK memiliki sifat khusus karena 
permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi tidak dapat diperlakukan 
sama dengan permohonan pailit terhadap debitor biasa. Kekhususan tersebut pada 
awalnya tercermin dalam Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan 
dan PKPU, yang menentukan bahwa dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, 
permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Setelah 
terbentuknya OJK, kewenangan tersebut beralih kepada OJK berdasarkan kerangka 
hukum OJK dan Perasuransian. Penelitian Marinka dan Suryono menjelaskan bahwa 
setelah terbentuknya OJK, lembaga tersebut menjadi pihak yang memiliki kewenangan 
untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap perusahaan asuransi.7 Dengan 
demikian, posisi OJK dalam perkara kepailitan perusahaan asuransi bukan sekadar 
sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki kewenangan 
khusus dalam menginisiasi proses hukum kepailitan.  
​ Konstruksi tersebut juga berlaku terhadap mekanisme PKPU. Dalam hukum 
kepailitan umum, permohonan PKPU pada prinsipnya dapat diajukan oleh debitor 
maupun kreditor dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang. 
Namun, perusahaan asuransi memperoleh perlakuan khusus. UU No. 4 Tahun 2023 
mencabut keberlakuan Pasal 223 UU No. 37 Tahun 2004 sepanjang mengatur PKPU 
bagi perusahaan asuransi, sehingga mekanisme PKPU perusahaan asuransi tidak lagi 
semata-mata mengikuti mekanisme umum UU Kepailitan dan PKPU. Perubahan ini 
kemudian ditindaklanjuti melalui POJK No. 38 Tahun 2024, yang secara khusus 
menambahkan pengaturan mengenai PKPU dalam rezim pembubaran, likuidasi, dan 
kepailitan perusahaan asuransi. POJK tersebut menegaskan bahwa permohonan PKPU 

7 Ibid.,hlm. 7. 

6 Levicesa Marinka and Ahmad Suryono, “Kewenangan Pengajuan Permohonan Pailit terhadap 
Perusahan Asuransi Pasca Terbentuknya OJK: (Studi Putusan Nomor 
389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst.),” Indonesian Journal of Law and Justice 1, no. 3 
(2024): 7–9.   
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terhadap perusahaan hanya dapat diajukan oleh OJK dan perusahaan asuransi tidak 
dapat mengajukan permohonan PKPU bagi dirinya sendiri.8 
​ Kedudukan khusus OJK tersebut memperlihatkan adanya lex specialis dalam 
penyelesaian perusahaan asuransi. UU No. 37 Tahun 2004 tetap menjadi dasar hukum 
umum mengenai kepailitan dan PKPU, tetapi ketentuan khusus mengenai perusahaan 
asuransi harus mengikuti UU Perasuransian beserta perubahan dan peraturan 
pelaksananya. Dengan demikian, hubungan kedua rezim hukum tersebut tidak dapat 
dipahami sebagai dua aturan yang berdiri sendiri. UU Kepailitan dan PKPU 
memberikan kerangka umum mengenai proses kepailitan dan PKPU, sedangkan UU 
Perasuransian dan peraturan OJK memberikan pengaturan khusus mengenai siapa yang 
berwenang mengajukan permohonan serta bagaimana perusahaan asuransi ditangani 
ketika mengalami kesulitan keuangan. Penelitian Rashid, Asikin, dan Mulada terhadap 
perkara PT Asuransi Jiwa Kresna juga menunjukkan bahwa pengaturan PKPU 
perusahaan asuransi harus dibaca melalui UU Kepailitan dan PKPU, UU OJK, UU 
Perasuransian, serta peraturan OJK secara bersamaan.9  
​ Hubungan tersebut menjadi semakin penting setelah lahirnya UU No. 4 Tahun 
2023. Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur perubahan terhadap kewenangan 
dalam kepailitan dan PKPU, tetapi juga memperkenalkan kerangka penanganan 
perusahaan asuransi bermasalah yang melibatkan OJK dan Lembaga Penjamin 
Simpanan (LPS). Dalam konstruksi baru tersebut, OJK tetap mempunyai fungsi penting 
dalam pengawasan dan penetapan kondisi perusahaan asuransi, sedangkan LPS 
memperoleh kewenangan baru dalam program penjaminan polis dan penanganan 
perusahaan asuransi yang izin usahanya dicabut.10 Pembagian kewenangan ini 
menunjukkan bahwa penyelesaian perusahaan asuransi bermasalah tidak berhenti pada 
hubungan antara OJK dan pengadilan niaga, tetapi telah berkembang menjadi 
mekanisme yang melibatkan lebih dari satu lembaga negara. Pada tahap awal, OJK 
berperan melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap perusahaan asuransi. 
Pengawasan tersebut menjadi penting karena kondisi perusahaan menentukan tindakan 
yang dapat dilakukan ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan. UU P2SK 
mengatur mekanisme penanganan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah 
bermasalah, termasuk kewajiban OJK untuk memberitahukan kepada LPS mengenai 
penetapan status pengawasan perusahaan.11 Dengan demikian, mekanisme penanganan 

11 Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan 
Sektor Keuangan, Pasal 90.  

10 Yusuf Berlin Isu, “Perlindungan Hukum Nasabah Terkait Kewenangan Lembaga Penjamin 
Simpanan dalam Likuidasi Perusahaan Asuransi Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan,” Ranah Research: Journal of 
Multidisciplinary Research and Development 7, no. 6 (2025): 4329. 

9 Marva Yordana Ashila Rashid, Zainal Asikin, and Diman Ade Mulada, “Analisis Putusan PKPU 
pada PT. Asuransi Jiwa Kresna: (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 
389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst.),” Commerce Law 1, no. 1 (2021), 71-74. 

8 Otoritas Jasa Keuangan,”Perubahan atas POJK Nomor 28/POJK.05/2015 tentang 
Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, 
Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah “, berlaku 23 Desember 2024.  
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perusahaan bermasalah dimulai dari fungsi pengawasan OJK dan kemudian dapat 
berlanjut pada tindakan penyelamatan, pencabutan izin usaha, likuidasi, atau 
mekanisme kepailitan sesuai dengan kondisi perusahaan dan ketentuan hukum yang 
berlaku.  
​ Dalam konteks likuidasi, terdapat perubahan penting setelah UU P2SK. 
Penanganan perusahaan asuransi yang telah dicabut izin usahanya diarahkan untuk 
melibatkan LPS dalam mekanisme likuidasi dan program penjaminan polis. Penelitian 
Yusuf pada 2025 menjelaskan bahwa UU P2SK mengubah kewenangan dalam likuidasi 
perusahaan asuransi yang izin usahanya dicabut dengan memberikan peran kepada LPS. 
Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa program penjaminan polis dirancang untuk 
memberikan perlindungan kepada pemegang polis ketika perusahaan asuransi 
mengalami kesulitan keuangan.12 Dengan demikian, OJK dan LPS mempunyai posisi 
yang berbeda dalam konstruksi penyelesaian perusahaan asuransi bermasalah. OJK 
menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan serta kewenangan tertentu dalam 
proses kepailitan dan PKPU, sedangkan LPS memperoleh fungsi dalam penjaminan 
polis dan resolusi melalui likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  
​ Selain kepailitan, penyelesaian perusahaan asuransi dapat dilakukan melalui 
likuidasi setelah pencabutan izin usaha. POJK No. 38 Tahun 2024 memperbarui 
mekanisme pembubaran dan likuidasi perusahaan asuransi serta mempertegas ketentuan 
mengenai Tim Likuidasi dan penggunaan dana jaminan. OJK menyatakan bahwa 
perubahan tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas proses pembubaran, 
likuidasi, dan kepailitan perusahaan asuransi serta untuk menyesuaikan pengaturan 
dengan UU Perasuransian sebagaimana telah diubah melalui UU P2SK. Dengan 
demikian, pembubaran, likuidasi, dan kepailitan merupakan mekanisme yang saling 
berkaitan, tetapi memiliki konsekuensi hukum dan tahapan yang berbeda.  
 

B.  ALASAN PEMUSATAN KEWENANGAN OJK DALAM MEKANISME 
PKPU DAN KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI PERLU DIKAJI 
DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN 
PEMEGANG POLIS 
 

Pemusatan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mekanisme 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan perusahaan asuransi 
merupakan konsekuensi dari karakteristik perusahaan asuransi sebagai lembaga jasa 
keuangan yang mengelola dana masyarakat. Dalam konteks ini, kepailitan perusahaan 
asuransi tidak hanya menyangkut hubungan antara debitur dan kreditur, tetapi juga 
berkaitan dengan kepentingan pemegang polis dan stabilitas sektor jasa keuangan. 
Hazmi dkk. menjelaskan bahwa penempatan kewenangan pengajuan PKPU dan 

12Yusuf Berlin Isu, Op.cit., hlm. 4326. 
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kepailitan perusahaan asuransi pada OJK berkaitan dengan model unified supervisory 
serta kebutuhan untuk menjaga keseimbangan berbagai kepentingan dalam sektor 
perasuransian.13 

Pemusatan kewenangan tersebut memberikan kepastian mengenai lembaga yang 
mempunyai kewenangan untuk mengajukan PKPU terhadap perusahaan asuransi. 
Penelitian Hazmi dkk. menunjukkan bahwa kewenangan tersebut dipahami sebagai 
kewenangan atributif yang diberikan kepada OJK, sehingga secara normatif OJK 
ditempatkan sebagai entitas yang berwenang dalam pengajuan PKPU terhadap 
perusahaan asuransi.14 Namun, persoalan muncul ketika kewenangan tersebut tidak 
diikuti dengan mekanisme yang memberikan kepastian kepada pemegang polis 
mengenai langkah hukum yang dapat ditempuh ketika perusahaan asuransi tidak 
memenuhi kewajibannya. 

Persoalan tersebut dapat dilihat dalam perkara PT Asuransi Jiwa Kresna. Dalam 
perkara tersebut, pemegang polis sebelumnya telah meminta OJK untuk mengajukan 
PKPU, tetapi karena tidak memperoleh tanggapan, pemegang polis kemudian 
mengajukan permohonan PKPU sendiri ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pengadilan 
kemudian mengabulkan permohonan tersebut dalam Putusan Nomor 
389/Pdt.Sus-PKPU/2020. Peristiwa tersebut menunjukkan adanya persoalan mengenai 
legal standing pemegang polis sekaligus memperlihatkan potensi ketidakpastian ketika 
kewenangan OJK sebagai pemohon PKPU berhadapan dengan kebutuhan pemegang 
polis untuk memperoleh penyelesaian atas kewajibannya yang telah jatuh tempo.15 
Dengan demikian, kepastian hukum dalam pemusatan kewenangan OJK tidak cukup 
hanya dilihat dari kejelasan mengenai siapa yang berwenang mengajukan PKPU atau 
kepailitan, tetapi juga harus dilihat dari kejelasan mengenai bagaimana pemegang polis 
memperoleh perlindungan ketika perusahaan asuransi gagal memenuhi kewajibannya. 
Alwi menunjukkan bahwa posisi OJK sebagai pihak yang mempunyai kewenangan 
dalam pengajuan kepailitan perusahaan asuransi menimbulkan persoalan apabila OJK 
tidak segera mengambil tindakan, karena pemegang polis dapat mengalami 
ketidakpastian dan kerugian finansial akibat tidak terpenuhinya klaim asuransi.16 

Perspektif kepastian hukum juga berkaitan dengan kedudukan pemegang polis 
setelah perusahaan asuransi dinyatakan pailit. Saraswati, Marwanto, dan 
Dharmakusuma menjelaskan bahwa pemegang polis memiliki kedudukan sebagai 
kreditur dengan hak istimewa dalam pembagian harta perusahaan asuransi yang pailit. 
Akan tetapi, terdapat persoalan mengenai hubungan antara kedudukan istimewa 

16 Alwi Alwi, “Tinjauan Yuridis Upaya Pengajuan Kepailitan terhadap Perusahaan Asuransi oleh 
Nasabah Asuransi,” JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) 7, no. 4 (2021): 724, 
https://doi.org/10.29210/020211225⁠. 

15 Hazmi et al., “Paradoks Kewenangan,” 53–54. 
14 Hazmi et al., “Paradoks Kewenangan,” 56. 

13 Raju Moh Hazmi, Zuhdi Arman, Ahmad Arif Zulfikar, dan Ragil Surya Perkasa, “Paradoks 
Kewenangan dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap 
Perusahaan Asuransi,” Amnesti: Jurnal Hukum 5, no. 1 (2023): 56–58, 
https://doi.org/10.37729/amnesti.v5i1.2486. 

https://doi.org/10.29210/020211225%E2%81%A0
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pemegang polis berdasarkan hukum perasuransian dengan kedudukan kreditur 
pemegang jaminan kebendaan berdasarkan hukum kepailitan. Konflik norma tersebut 
menurut penelitian tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses 
pembagian harta pailit.17 

Hal tersebut memperlihatkan bahwa kepastian hukum harus mencakup seluruh 
rangkaian proses penyelesaian perusahaan asuransi, mulai dari siapa yang dapat 
mengajukan PKPU atau kepailitan, bagaimana proses tersebut dilakukan, sampai 
dengan bagaimana hak pemegang polis dipenuhi setelah perusahaan dinyatakan pailit. 
Dengan demikian, penentuan OJK sebagai lembaga yang berwenang tidak dapat 
dipisahkan dari konsekuensi perlindungan terhadap pemegang polis. 
Dari perspektif perlindungan hukum, pemegang polis berada dalam posisi yang relatif 
rentan karena perusahaan asuransi memiliki posisi yang lebih kuat dalam hubungan 
kontraktual dan menguasai informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan. 
Penelitian Ansany dan Kansil menegaskan bahwa pemegang polis membutuhkan 
kepastian hukum karena terdapat ketidakseimbangan posisi antara perusahaan asuransi 
dan pemegang polis dalam hubungan perjanjian asuransi.18 Penelitian tersebut juga 
menunjukkan bahwa kepastian hukum bagi pemegang polis berkaitan dengan jaminan 
atas hak-haknya sebagai konsumen jasa asuransi, termasuk ketika terjadi permasalahan 
pembayaran.19 

Pemusatan kewenangan OJK pada akhirnya dapat dipahami sebagai instrumen 
perlindungan apabila OJK menjalankan kewenangannya secara efektif dan 
mempertimbangkan kepentingan pemegang polis. Hazmi dkk. menyatakan bahwa 
pemegang polis berada pada posisi yang cenderung lemah sehingga diperlukan 
kehadiran otoritas pengawas untuk memberikan perlindungan hukum dan menjaga 
kemampuan keuangan perusahaan asuransi agar tetap mampu memenuhi 
kewajibannya.20 OJK juga dipandang sebagai lembaga yang mempunyai informasi 
mengenai kondisi kesehatan perusahaan sehingga dapat melakukan penilaian sebelum 
perusahaan dibawa ke proses PKPU atau kepailitan.21 
Namun, pemusatan kewenangan tersebut juga menimbulkan kebutuhan terhadap 
mekanisme checks and balances. Apabila pemegang polis tidak dapat mengajukan 
PKPU atau kepailitan secara langsung, sedangkan OJK tidak mengambil tindakan, 
maka pemegang polis berpotensi kehilangan akses terhadap salah satu mekanisme 
penyelesaian utang yang tersedia dalam hukum kepailitan. Alwi menunjukkan bahwa 
persoalan tersebut dapat berdampak pada kepastian hukum dan perlindungan pemegang 

21 Hazmi et al., “Paradoks Kewenangan,” 57–58. 
20 Hazmi et al., “Paradoks Kewenangan,” 57. 
19 Ansany dan Kansil, “Tinjauan Kepastian Hukum,” 4749–4750. 

18 Wilbert Fernando Ansany dan Christine S. T. Kansil, “Tinjauan Kepastian Hukum Terhadap 
Pemegang Polis Asuransi Unit Link Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia,” Syntax Literate: 
Jurnal Ilmiah Indonesia 9, no. 9 (2024): 4747–4749, 
https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i9.16519⁠. 

17 Ida Ayu Agung Saraswati, Marwanto, dan A.A. Gede Agung Dharmakusuma, “Kedudukan 
Hukum Pemegang Polis pada Perusahaan Asuransi yang Dinyatakan Pailit,” Kertha Semaya: 
Journal Ilmu Hukum 7, no. 7 (2019): 6–7, https://doi.org/10.24843/KM.2019.v07.i07.p04. 
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polis, terutama ketika klaim telah jatuh tempo tetapi belum dibayarkan oleh perusahaan 
asuransi.22 

Pengkajian terhadap pemusatan kewenangan OJK diperlukan untuk memastikan 
bahwa pembatasan kewenangan pemegang polis tersebut mempunyai justifikasi hukum 
dan tetap diimbangi dengan mekanisme perlindungan yang efektif. Pengkajian tidak 
harus diarahkan pada penghapusan kewenangan OJK, tetapi pada bagaimana 
kewenangan tersebut dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan memberikan 
kepastian terhadap hak pemegang polis. 

Dengan demikian, pemusatan kewenangan OJK dalam mekanisme PKPU dan 
kepailitan perusahaan asuransi perlu dikaji dalam perspektif kepastian hukum dan 
perlindungan pemegang polis karena terdapat hubungan langsung antara kewenangan 
regulator, akses terhadap mekanisme penyelesaian utang, dan pemenuhan hak 
pemegang polis. Kepastian hukum menuntut adanya kejelasan mengenai kewenangan, 
prosedur, dan upaya hukum, sedangkan perlindungan pemegang polis menuntut agar 
pembatasan akses pemegang polis terhadap PKPU dan kepailitan diimbangi dengan 
mekanisme pengawasan dan penyelesaian yang efektif. 
 
 
 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mekanisme PKPU dan 
kepailitan perusahaan asuransi merupakan kewenangan khusus yang dibentuk melalui 
rezim hukum perasuransian sebagai lex specialis terhadap hukum kepailitan secara 
umum. Kewenangan tersebut berkaitan dengan karakteristik perusahaan asuransi yang 
menghimpun dan mengelola dana masyarakat serta memiliki hubungan langsung 
dengan kepentingan pemegang polis. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta POJK Nomor 
38 Tahun 2024, pengajuan PKPU terhadap perusahaan asuransi ditempatkan sebagai 
kewenangan OJK, sedangkan penyelesaian perusahaan asuransi bermasalah juga 
melibatkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam aspek penjaminan polis dan 
likuidasi. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perusahaan asuransi 
tidak dapat hanya menggunakan mekanisme kepailitan umum, melainkan harus 
memperhatikan pengawasan dan karakteristik khusus sektor perasuransian. 

Pemusatan kewenangan OJK tersebut perlu dikaji dalam perspektif kepastian 
hukum dan perlindungan pemegang polis karena terdapat hubungan langsung antara 
kewenangan regulator dengan akses pemegang polis terhadap mekanisme penyelesaian 
kewajiban perusahaan asuransi. Pemusatan kewenangan pada OJK dapat memberikan 

22 Alwi, “Tinjauan Yuridis,” 726.  
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kepastian mengenai lembaga yang berwenang menginisiasi PKPU dan kepailitan serta 
memungkinkan proses tersebut mempertimbangkan kondisi kesehatan perusahaan dan 
stabilitas sektor jasa keuangan. Namun, pembatasan akses pemegang polis juga 
berpotensi menimbulkan persoalan apabila kewenangan tersebut tidak disertai 
mekanisme yang transparan, akuntabel, dan efektif ketika OJK tidak mengambil 
tindakan. Oleh karena itu, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan kejelasan 
mengenai pihak yang berwenang, tetapi juga mencakup kejelasan prosedur, akses 
penyelesaian, serta jaminan pemenuhan hak pemegang polis. 

 
SARAN 

OJK perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan checks and balances dalam 
pelaksanaan kewenangannya terhadap PKPU dan kepailitan perusahaan asuransi. 
Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui prosedur yang transparan, akuntabel, serta 
memberikan kepastian bagi pemegang polis mengenai akses pengaduan dan 
penyelesaian ketika perusahaan tidak memenuhi kewajibannya. Koordinasi OJK, LPS, 
dan lembaga peradilan juga perlu diperkuat untuk memastikan perlindungan hak 
pemegang polis tetap berjalan dalam setiap tahapan penyelesaian perusahaan asuransi 
bermasalah. 
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